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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3 KABUPATEN KUTAI KRATNEGARA
BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
" SEKSI| PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
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(AR K4,
‘G
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Disahkan Oleh : ,;/5?*’/ AW
2 _ ,&ﬁ——\

A2 NIP. 19740621 199412 1002

Nama SOP - Penegakan Per&%‘(_?/. i 1

KUALIFIKASI PELAKSANA

No | DASARHUKUM % . -
M| Undang - Undang Nomdr 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 1. Instansi Vertikal ( Pengadilan, Kejaksaan, Polri, TNI')
2 | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kasatpol PP
3. | peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3. Sekretaris
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 4. Kab!d PPH[_)
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur, Administrasi Pemerintah; g &:E:g I{:;t;Zum
5 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 7" Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. KasiKerjasama
6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban 9. KasiOPS
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, 10. Sekretariat PPNS
7. | peraturanMentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Oprasional Prosedur 11. Anggota Satpol PP
Polisi Pamong Praja dan Kode Etik;
g | Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. | Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kutai Kartanegara,
10. | Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Non Yustisi 1. Alat Tulis
SOP Patroli 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
SOP Penertiban 3. Surat Peritah, Laporan Kejadian, Kegiatan Patroli, Surat Pernyataan, Surat Teguran,
SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini Berita Acara Penyerahan, Belangko Tipiring
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat, makaakan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja lainnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menjaga Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat




SOP PENINDAKAN YUSTISI

No Uralan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Prosedur
Pelapol Staf PPN Kasi Kabid Kan] Pelanggat/ Pengadilar Kejaksaan Persyaratan / Wﬂldl.l Output
Administras| Penyelidi PPHD Tersangk Negeri Negeri Kelengkapan
PPNS dan
Penyidikan
— - - Form 30 Berkas Pelanggaran ketentu
1. Menyampa{kar pengaduan Menﬁ Laporan/ peraguran daerah dag
hasil patroll Surat Teguran diketahui dari:
- Lagaren T
Pelanggaran (subjek hukum),
petugas atau OPD
- Laporan 2. Terangkap tang
berkas baik oleh Masyarakat at
operasinon diketahui  langsu
yustisi oleh PPNS
3 Pelimpahan berk
hasil operasi non yustisi
Melakukan Berkas Laporar 30| Identifikasi
penindakan atas | Surat Tegurar Men& hasil
dugaan 1 penyelidikan
pelanggaran L
perda ~
3| Menyampaikar Identifikasi hasi 15| Disposisi
hasil penyelidikan Men# Kasat
penyelidikan |
4/ Menyusun dar] ‘ Disposisi Kasa 151 Draft Surat
menyampaikar Menit Perintah
i N
koordinasi
untuk dr
Surat Perinta
5/ Menyampaika Draft Surat 15| Surat Perintah
draft surgt Perintah Menig Dimulainya
perintah untu Penyidikan
ditanda tangani (SPDP)




Melakukan
penyidikan

Surat
Perintah
Dimulainya
Penyidikan
(SPDP)

1 Hari

Laporan
Kegiatan

Dalam hal PPNS
melakukan
penyitaan/penggeledaha
diperlukan surat izin
/persetujuan
penyitaan/penggeledaha
dari pengadilan

Melakukan
panggilan
terhadap tindak
pidana ringan /
pelanggar
perda dan
perkada

- Perda Terkait
- Blanko Surat
Panggilan

60
menit

Surat
Panggilan

Melakukan pemanggilan
kepada tersangka, denge
ketentuan :

1. Surat Panggilan
ditandatanganioleh
PPNS Satuan Polisi
Pamong Praja

2. Dalam hal
Kasat adalah
Penyidik
(PPNS)
penandatanganan
Surat Panggilan
dilakukan oleh Kase
selaku Penyidik

3. Dalam  hal

Kasat
bukan Penyidik
(PPNS) surat
panggilan
ditandatangani oleh
PPNS yang
diketahui oleh Kasa

4. Kesengajaan
tersangka tidak
memenuhi panggila
diancam dengan
pasal 216 KUHAP

Melakukan
pemeriksaan
terhadap
Pelanggar
[Tersangka

Surat
Panggilan

Menit

BAPC / Surat
Pernyataan

1. Pemeriksaan
tersangka dan saks
dilakukan oleh PPN
yang bersangkutan
dalam pengertian
Tidak boleh
dilimpahkan
kepada petugas
lain yang bukan
Penyidik

2. Tersangka yang
mengakui melakuke

pelanggaran Perda




Dan Perkada
serta bersedia
mentaati
ketentuan Perda
tersebut harus
membuat surat

pernyataan
dalam
waklu 15 hari
9 " RS - Perda 1 Harl | Arar Plilisan Penyidik atas
terdakwa - Perkada Pengadilan SUPSIL P
kesidang umum 'dalz.am
pengadilan walftu 3 hari sejak
- berita acara
peme
riksaan
selesai
dibuat
menghadapkan
terdakwa beserta
barang bukti,
saksi ahli dan atau
juru Bahasa ke
Sidang
Pengadilan
10. Hasil sidang - Amar 3 Hari | Bukti Setoran
dcsgrahkan ke Putusan denda ke Kas
Kejaksaan Pengadilan Daerah / bukti
- Surat penyerahan
Pengantar ke terpidana ke
- Kejaksaan Lembaga
.- :- >- - Terpidana / Pemasyarakat
barang bukti/ an
denda sidang
1. |Melaporkan hasil Berkas Perkara 60 | BeritaAcara
sidang Tindak .< o Emmeaa - Menit | Penerimaan
Pidana Ringan Berkas
Pelanggaran Perkara
Perda dan
Perkada
12. | Arsip




Nomor SOP : P-2569/POLPP/PPHD.1/300.1/12/2024

- Tanggal Pembuatan : 13 Desember 2024
Tanggal Revisi -
Tanggal Efekti 13 Desember ?2('
Disahkan Oleh :
1;/“’ \
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I «|SATP:! & b‘d A PRAT:AM;\ AP
KABUPATEN KUTAI KRATNEGARA | ~~mv—m$i§22ljfi?§n;1%oz
BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP . Penindak aﬁ‘% (No n Yu 51@1}
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN ' ART 7
No | DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA “"“‘;’”’
1. | Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 1. Kasatpol PP
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Sekretaris
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. Kabid PPHD
4| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 4. Kabid Trantibum
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur, Administrasi Pemerintah; 5. Kabid Linmas -,
; ; 0o . = 6. KasiPenyelidikan dan Penyidikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 7. Kasi Kerjasama
5. | dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. KasiOPS
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban 9. Sekretariat PPNS
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 10. Anggota Satpol PP
6. | Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Oprasional Prosedur
7 Polisi Pamong Praja dan Kode Etik;
g | Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
9. | Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kutai Kartanegara,

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Patroli 1. Alat Tulis
SOP Deteksi Dini 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
SOP Yustisi 3. Surat Peritah Tugas, Laporan Kejadian, Kegiatan Patroli, Surat Pernyataan, Surat
Teguran.
4 HPg, HT dan Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja lainnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menjaga Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.




PENINDAKAN NON YUSTISI PERATURAN DAERAH

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Petugas Staf Kasi Kabid Kasat PPNS Kasi Persyaratan/ | Waktu Output
Patroli Administrasi | Pembinaan, | Penegakan Penyelidikan | Kelengkapan
[Deteks Pengawasan Produk & Penyidikan
i Dini & Hukum
Penyuluhan Daerah
Menyampaikan - Deteksi 30 Berkas Pelanggaran
hasil patroli dan Dini Menit | Laporan ketentuan peraturan
Temuan atas ! daerah ~ dapat
Pelanggaran Perda - Teguran 1 3 Hari | Surat iktmhlar:
dan Perkada Teguran 1 1. Laporan /
Pengaduan dari
- Teguran 2 2 Hari | Surat ::iﬁgas. O;:g'i
n Teguran 2 atau OPD
2. Penandatangana
- Teguran 8 1 Hari Surat n Surat teguran
Teguran 3 dilakukan oleh
Kasi P3

3. Apabila teguran
ke 3 tidak
diindahkan maka
akan dilayangkan
surat panggilan
untuk  dimintai
keterangan/
klarifikasi di
Satpol PP

Kasi P3 menertibkan

Melakukan

pembinaan  atas - I - Surat 3s/d7 | Surat surat  permnyataan,

dugaan 1 ‘ Panggilan/ Hari Pernyataan apabila tidak
Pembinaan Kerja

melaksanakan dan

gzl:jr;ggaran atau mengingkari
surat peryataan
tersebut, akan
diteruskan  kepada
Kasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) untuk
dilakukan

Melaksanakan ; ’ Melakukan proses

sidang Yustisi gehn:pahan 15 Menit | BAPC pemberkasan

(Tipiring) ura pelanggaran perda

Pernyataan

pada PPNS




SOP PENEGAKAN PERKADA
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Melakukan
penyidikan

Surat
Perintah
Dimulainya
Penyidikan
(SPDP)

1 Hari

Laporan
Kegiatan

Dalam hal PPNS
melakukan
penyitaan/penggeledaha
diperlukan surat izin
persetujuan
penyitaan/penggeledaha
dari pengadilan

Melakukan
panggilan
terhadap tindak
pidana ringan /
pelanggar
perda dan
perkada

- Perda Terkait
- Blanko Surat
Panggilan

60
menit

Surat
Panggilan

Melakukan pemanggilan
kepada tersangka, denge
etentuan :

1. Surat Panggilan
ditandatanganioleh
PPNS Satuan Polisi
Pamong Praja

2. Dalam hal
Kasat adalah
Penyidik
(PPNS)
penandatanganan
Surat Panggilan
dilakukan oleh Kase
selaku Penyidik

3. Dalam  hal

Kasat
bukan Penyidik
(PPNS) surat
panggilan
ditandatangani oleh
PPNS yang
diketahui oleh Kasa

4. Kesengajaan
tersangka tidak
memenuhi panggila
diancam dengan
pasal 216 KUHAP

Melakukan
pemeriksaan
terhadap
Pelanggar
[Tersangka

Surat
Panggilan

Menit

BAPC / Surat
Pernyataan

1. Pemeriksaan
tersangka dan saks
dilakukan oleh PPN
yang bersangkutan
dalam pengertian
Tidak boleh
dilimpahkan
kepada petugas
lain yang bukan
Penyidik

2. Tersangka yang
mengakui melakuke
pelanggaran Perda




Dan Perkada
serta bersedia
mentaati
ketentuan Perda
tersebut harus
membuat surat

pernyataan
dalam
wakiu 15 hari
9 | Membawa - Perda ; Penyidik atas
terdn;kwa - Perkada e /;rennar l;t_.:tusan kuasa penuntut
kesidang i umum dalam
pengadilan waktu 3 hari sejak|
berita acara
peme
riksaan
selesai
dibuat
menghadapkan
terdakwa beserta
barang bukti,
saksi ahli dan atau
juru Bahasa ke
Sidang
B | Pengadilan
10. [ Hasil ~sidang \ - Amar 3 Hari | Bukti Setoran
diserahkan ke \ Putusan denda ke Kas
Kejaksaan Pengadilan Daerah / bukti
- Surat penyerahan
‘ Pengantar ke terpidana ke
Kejaksaan Lembaga
.- :- ». - Terpidana/ Pemasyarakat
barang bukti/ an
denda sidang
11, Melaporkan hasil Berkas Perkara | 60 | BeritaAcara
sidang Tindak .< —t— ———r Menit | Penerimaan
Pidana Ringan Berkas
Pelanggaran Perkara
Perda dan
Perkada
12. | Arsip




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KRATNEGARA
BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

Nomor SOP : P-2569/POLPP/PPHD.1/300.1/12/2024
Tanggal Pembuatan : 13 Desember 2024
Tanggal Revisi ‘-
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

) | DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur, Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Oprasional Prosedur
Polisi Pamong Praja dan Kode Etik;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kutai Kartanegara;

1. Kasatpol PP
Sekretaris
3. Kabid PPHD
4. Kabid Trantibum
5. Kabid Linmas
6. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
7. Kasi Kerjasama
8. Kasi OPS
9. Sekretariat PPNS
10. Anggota Satpol PP

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Patrali 1. Alat Tulis
SOP Deteksi Dini 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
SOP Yustisi 3. Surat Peritah Tugas, Laporan Kejadian, Kegiatan Patroli, Surat Pernyataan, Surat
Teguran.
4, H?ﬁg.J HT dan Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja lainnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menjaga Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.




PENINDAKAN NON YUSTISI PERATURAN DAERAH

No | Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Petugas Staf Kasi Kabid Kasat PPNS Kasi Persyaratan/ | Waktu Output
Patroli Administrasi | Pembinaan, | Penegakan Penyelidikan | Kelengkapan
/Deteks Pengawasan Produk & Penyidikan
i Dini & Hukum
Penyuluhan Daerah
1. | Menyampaikan - Deteksi 30 Berkas Pelanggaran
hasil patroli dan Dini Menit | Laporan ketentuan peraturan
Temuan atas daerah ~ dapat
Pelanggaran Perda - Teguran 1 3 Hari | Surat ‘:‘kel_t::g:_::": /
dan Perkada Teguran 1 Pengaduan  darl
> selia orang,
- Teguran 2 2 Hari | Surat pew:as' [a,rg"
- Teguran 2 atau OPD
2. Penandatangana
- Teguran 3 1 Hari | Surat n Surat teguran
Teguran 3 dilakukan oleh
Kasi P3
3. Apabila  teguran
ke 3 tidak
diindahkan maka
akan dilayangkan
surat  panggilan
untuk dimintai
keterangan/
klarifikasi di
Satpol PP
2. | Melakukan Kasi P3 menertibkan
pembinaan  atas fS > » Surat X 3S/d_7 Surat surat  pernyataan,
dugaan Panggllan / Hap Pernyataan apabila tidak
pelanggaran Pembinaan Kerja melaksanakan  dan
Perda atau mengingkari
3. | Melaksanakan - ’ ; Melakukan proses
sidang Yustisi gzlrl;rtnpahan 5ok | BAPC Pe:::eﬂ:sa:n o
(Tipiring) Permyatean pelangg p
pada PPNS
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR SOP : [P-2557/POLPP/KUKM.1/300.1/12/2024

TGL. PEMBUATAN : |12 Desember 2024
TGL. REVISI !
TGL. EFEKTIF : (12 Deeemtm

L Got Polisi Pamong Praja

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

PERMENDAGRI NO16 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA

1. KASATPOL PP

2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

3. KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

4. ANGGOTA SATPOL PP

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGHAPAN:

1. SOP DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

1. ALAT TULIS

. SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

2. PERATURAN DAERAH

. SOP PATROLI

3. SURAT PERINTAH

. SOP PENGAMANAN

. SOP PENGAWALAN

. SOP PENERTIBAN

|| SE | WO

. SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Baku mutu
Kegiatan KASATPOL |  KABID Ket
PP TRANTIB KASIOPS | ANGGOTA | Kelengkapan | Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 g 10
PERSIAPAN
( ) + Peta rawan 1 hari + Rencana
trantibum Operasi

Penetapan sasaran, wakiu dan obyek yang akan dilakukan patroli
Penetapan tempat dan bentuk patroli ¥ * Rencana i | Rencana
P e Operasi Operasi
¥y R » Draf surat
j Thari  |perintah
Chere » Daftar hadir

Penyiapan administrasi pelaksanaan
'S

N

1hati |« Surat Perintah

4 |Mengeluarkan Surat perintah patroli

+ Kendaraan
Operasional
«Norma, hukum, | 2jam | * Dokumentasi

perda, dan HAM

2) Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan patroli
b) Pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan;

¢) Koordinas! dengan perangkat daerah dan/zlau instansi terkalt serta aparat keamanan.




PELAKSANAAN

a) Patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan fercatat;

b) Patroli harus dilekukan dengan seksama dan tellti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus
didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan,

¢) Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggungjawabkan secara kedinasan;

d) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan sepeda motor dan/ atau kendaraan mobil;

¢) Mentaati peraturan lalu fintas;

f) Menjalanken kendarazn dengan kecepatan yang semestinya;

+ Surat perintah

g) Jangen membunyikan kiakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; . Pergnggaksapan

h) Jangan menggurakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam heri; sesual ketertuan | 3jam | Dokumeniasi
i) Jika ditemui suatu kejedian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan lier, .

pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang menggganggu lingkungan/ keterfiban umum P e

maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban P;;E:n aﬁ

umum) segera ambil langkah-langkeh atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan, 9

kemudian dicatat dan dilaporkan pimpinan;

j| Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sepert

gelandangan/pengemis jalanan yang meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor, pekerja

seks komersial dialan pada malam hari, tempat-tempat/ orang-crang yang menjual minuman keras secara

terbuka den lainnya.

PELAPORAN

Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada ( 3 -Haig:ref;iatan 1 hari kel-gaigtoar::;;r?lsi
Mengarsin laporan kegiatan operasi + Arsip




SOP PENGAMANAN




NOMOR SOP : |P-2560/POLPP/KUKM.1/300.1/12/2024

TGL. PEMBUATAN : {12 Desember 2024
TGL. REVISI] :

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
| 1. KASATPOL PP

PERMENDAGRI NO16 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA

2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

3. KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

4. ANGGOTA SATPOL PP

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. SOP DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI-

1. ALAT TULIS

. SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

2. PERATURAN DAERAH

. SOP PATROLI

. SOP PENGAMANAN

. SOP PENERTIBAN

3. SURAT PERINTAH

2
3
4
5. SOP PENGAWALAN
6
7

. SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Baku mutu
No. Kegiatan KASATPOL KABID Ket
PP TRANTIE KAS| OPS ANGGOTA | Kelengkapan | Wakiu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A |PERSIAPAN
+ Aset Dagrah
» Surat
Permintaan S REhcia
1 |Penetapan wakiu, sasaran dan obyek serta jumlahnya yang akan dilakukan pengamanan C]—_D Pengamanan 1 hari Operasi
» Daftar
Tentative Pejabat
3 » Rencana ; + Rencana
2 |Penetapan tempat, bentuk dan metede pengamanan Operasi 1 hari Operasi
E i T—— ¢ Draf surat
3 |Penyiapan administrasi pelaksanaan Dbsrasl Thari  |perintah
P + Daftar hadir
Y
7
4 Mengeluarkan Surat perintah pengamanan ‘ Draft s 1 hari |+ Surat Perintah
1 perintah
» Kendaraan
Pemeriksaan serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; dan 9;227;2::'
5 |Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkeit serta aparat keamanan, serta melakukan survey 3 2jam | « Dokumentasi
lapangan sesual peraturan
perundang-
undangean




PELAKSANAAN

a)Menyiapkan jacwal den petugas

b)Membut Berta Acara pefimpahan tugas;

¢}Mencatat dan mengenal idenitas setiap tamu yang berkunjung;

d)Mielakukan pengaturan llu Intas disekiar pintu gerbang pada saat pejabathamu keluar masuk ingkunga

Rurah Dinas; * Surat pefitah
&)Mencatat ideniitas, logat bicaraldalek, suara-suara ain yang terdengar, serta pesan yang cisampaikan L
olgh penelpon; ' Fertgngkapan | |
f)Mencatat kejadian penting/menonjol selame melakukan ugas fage: sesualketenan (1 har |+ Dokumentas
§)Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pefugas peleyanan sapert pefigas tepon, PAM, stk perbrar
dan fain-iain; perundang-
h)Melakuken pengawasan dan pengecekan secara intensi dsetian tempat yang tersembunyi dan kurang Urdengan
mendapat perhatian: dan
||Menjaga dan menertibkan pera pedagang penjaja barang atau sefenisnya serta para pencari sumbangan
(perorangan, yayasan d).
PELAPORAN
\
Menyampakan aporan teruls dibuat dengan formt yang ada : ‘Heslkegaan |, . |*Laporan hasi
operasi kegiatan operasi
I PN . T
s
Mengarsi laporan kegiatan operesi J Arsp
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NOMOR SOP : |P-2658/POLPP/KUKM.1/300.1/12/2024

TGL. PEMBUATAN : 112 Desember 2024
TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \‘e 4, - % zUltalrg;-l\{I;ciaOOl
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 5‘:‘}; :» > NIB-2974
SR ARTE
NAMA SOP . |PENGAWALAN o™

DASAR HURKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

PERMENDAGRI NO16 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA

1. KASATPOL PP

2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

3. KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

4. ANGGOTA SATPOL PP

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. SOP DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

1. ALAT TULIS

. SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

2. PERATURAN DAERAH

. SOP PATROLI

3, SURAT PERINTAH

. SOP PENGAMANAN

. SOP PENERTIBAN

2
3
4
5. SOP PENGAWALAN
6
7

. SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Baku mutu
No. Kegiatan KASATPOL |  KABID Ket
op TRANTIB KASIOPS | ANGGOTA | Kelengkapan | Waktu Output
i 2 3 4 5 b 7 8 9 10
A |PERSIAPAN
1 |Penetapan sasaran, waktu dan obyek serta jumiah yang akan dilakukan pengawalan ( ) Tent'a‘tji\a/:“};aeljabat 1 hari %;'::2?
2 |Penetapan tempat , bentuk dan metode pengawalan : g;z::gf 1 hari g:g::gf
] » Draf surat
Penyiapan administrasi pelaksanaan Rencan_a 1 hari  |perintah
Operasi
» Daftar hadir
[
4 |Mengeluarkan Surat perintah pengawaian 1hari |» Surat Perintah
¥
a) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan pefunjuk yang
diberikan pimpinan; : + Kendaraan . ! .
¥ b) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait serta aparat keamanan, dan Operasional sl
¢) Survey lapangan.




PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan pengawalan betjalan kaki meliputi:

a) Komandan dan anggota pengawalan dalam keadaan siap berdiri di belakang dan/ atau sekitar pejabat/ViP;
b) Melakukan pemeriksaan pendahuiuan terhadap objek dan benda-benda disepanjang lokasi yang dilalui;

¢) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol selama pengawalan berjalan kaki
disepanjang lokasi yang dilalui;

d) Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur pengamanan lain selama berlangsung pengawalan
berjalan kaki.

Tahap pelaksanaan pengawalan dengan kendaraan bermotor meliputi:

a) Kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan befakang; ' Suretqkt‘g::ntah

b) Pejabat/VIP sudah berada didatam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal; + Perlengkapan

¢) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan; secual e || Y  Bifurmania

4 ; O R jam okumentasi

d) Kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor fainnya berangkat menuju tujuan; oeraturan

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup (bila diperlukan); perundang-

f) Tiba di tujuan: undangan

(1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan

(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

g ) Selesai acara akan kembali ke kantor:

(1) Kendaraan bermotor telah siap; dan

(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu

perjalanan menuju tujuan.

h ) Tiba di kantor:

Setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah

selesai dilaksanakan.

PELAPORAN

Menyampaikan faporan tertulis dibuat dengan format yang ada ( o *Haal keglgtan thari | Lgporan has'l.
; operasi kegiatan operasi
i
| -

Mengarsip faporan kegiatan operasi « Arsip
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NOMOR SOP - [P-2556, POLPP/ KUKM.1/300.1/ 12/2024
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2024
TGL. REVISI
TGL, EFEKTIF 15 Desember 2024
DISAHKAN OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA AN
v 7 ‘( . ,f_'_."

NAMA SOP : PENERTM D

DASAR HURUM

| KUALIFIKASI PELAKSANA:

PERMENDAGRI NO16 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA

1. KASATPOL PP

2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

3. KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

4. ANGGOTA SATPOL PP

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN:

14

SOP DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

1. ALAT TULIS

. SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

2. PERATURAN DAERAH

SOP PATROLI

3. SURAT PERINTAH

. SOP PENGAMANAN

2
3.
4
B

5. SOP PENGAWALAN

6.

SOP PENERTIBAN

7

SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Baku mutu
No. Kegiatan KASATPOL KABID Ket
PP TRANTIB KASI OPS ANGGOTA | Kelengkapan | Waktu Output
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A |PERSIAPAN
’ ; ! y ( ) + Data Pelanggar ; * Rencana
1 |Penetapan waktu, sasaran dan obyek penertiban serta jumiah personil yang akan melakukan penertiban Perda 1 hari Oriess
a) Penetapan tempat, bentuk dan metode penertiban Y *Rencana ; * Rencana
2 : : : ; 1 hari .
b) Penyiapan rencana operasi penertiban Operasi Operasi
- o Draf surat
3 [Penyiapan administrasi pelaksanaan Onirs 1hari |perintah
P * Daftar hadir
A4
v
4 [Mengeluarkan Surat perintah penertiban Thari |+ Surat Perintah
¥
a) Penyiapan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuial ketentuan dan petunjuk yang diberikan
atasan
b) Penyiapen perlengkapan pertolongzn pertama (P3K) dan kendaraan pertclongan darurat/ambulans ! * Kendaraan
¢) Penyampaian arahanibriefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan penertiban, kemungkinan ancaman Operasional
5 |vang dihadapi oleh petugas dalam penertiban, sikap bertindak tegas namun tidak arogan, tidak melakukan « Ambulans L TR [ v—
pemukulan/kekerasan (body contact), menjunjung tinggi HAM, dan mematuhi perintah pimpinan * Norma, hukum, R
d) Koordinasi dengan perangkat daerah danfatau instansi terkait termasuk RT/RW dar masyarakat setempat, perda, dan HAM
serta aparat keamanan
€} Survei lapangan dalam rangka pemantauan situasi dan kondisi
f) Pemberitahuan kepada masyarakat, kelompok dan badan hukum yang aken ditertibkan




PELAKSANAAN

a) Membacakan/menyampalkan Surat Perintah Penertiban.

b) Melakukan penutupan/penyegelan.

¢) Apabila ada upaya dari masyarakat, kelompok maupun badan hukum yang melakukan penolakan/ perlawanan
terhadap petugas, dilakukan upaya-upaya:

(1) melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kelompok maupun badan hukum
tersebut.

(2) dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

(3) apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakaniipaya » Surat perintah

paksa penertiban (sebagai langkah terakhir). tugas

d) Apakila menghadapi masyarakat, kelompok maupun baden hukum yang memberikan perlawanan fisik dan * Perlengkapan

tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah: sesuai ketentuan | 1 hari | + Dokumentasi

(1) Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut peraturan

(2) Mengamankan pihak yang memprovokasi perundang-

(3) Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak. undangan

(4) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban

(5) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan

konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebin lanjut.

(6) Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk

melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.,

(7) Melakukan advokasi dan bantuan hukum. ;

(8) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang teleh dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

PELAPORAN

Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada CD ) Hazl‘l):;g;?tan 1 hari ‘;el'g?;(::g;;j;
i
Lo

Mengarsip laporan kegiatan operasi » Arsip




PENANGANAN UNJUKRASA
DAN KERUSUHAN MASA




NOMOR SOP P-2559/POLPP/KUKM.1/300.1/12/2024
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2024
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

tuan Polisi Pamong Praja

Kabudben Kutai Kartan a
S g

g

Ar oma Pratama, AP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA N ) < e QUI“;’;; 4"{‘;“;"" -
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA R s ~5 N
R TR T

NAMA SOP

PENANGANAN-UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

DASAR HURKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

PERMENDAGRI NO16 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA

1. KASATPOL PP

2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

3. KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

4. ANGGOTA SATPOL PP

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGEKAPAN:

1. SOP DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

1. ALAT TULIS

. SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

2. PERATURAN DAERAH

. SOP PATROLI

. SOP PENGAMANAN

. SOP PENGAWALAN

. 3OP PENERTIBAN

3. SURAT PERINTAH

NI~ IN

. SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Baku mutu
No. Keglatan KASATPOL |  KABID Ket
PP TRANTIB KASIOPS | ANGGOTA | Kelengkapan | Waktu Qutput
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
A |PERSIAPAN
g : » Surat masuk
1 Panetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta ( ) celaksanaan o | Rencana
jumiah persenil yang akan melakukan penanganan nick 1263 Operasi
: A * Rencana ; * Rencana
2 |Penstapan tempat , bentuk dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan messa Operssi 1 hari Oriras
¥ o » Draf surat
3 |Penyiapan administrasi peleksanzen Coeies 1hari  |perintah
& + Datftar hadr
[
4 |Mengeluarkan Surat perintah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 1 hari | Surat Perintah
¥
a ) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan den petunjuk yang
diberikan pimpinan;
b ) Penyampaian arahan/ briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan penanganan unjuk rasa dan + Kendaraan g ;
5 : & : : 2jam | + Dokumentasi
kerusuhan massa termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas; Operasional
¢ ) Melakuken koordinasi dengan perangkat daerah danfatau instansi terkait dan aparat keamanan;
d ) Melekukan identifikasi dan pemantatian lapangan,




PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui langkah-langkah:

a) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah messa yang melakukan unjuk rasa;

b) Melakukan apel persiapan pelaksanaan;

¢) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;

d) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;

e) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait membantu aparat keamanan memisahkan
pengunjuk rasa dengan massa penonton;

f) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanen dalam penanganan unjuk rasa dan melakukan tindakan
sesuai hasil koordinasi dengan pihak keamanan;

g) Selama proses penanganan unjuk rasa berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua atau
belakang dari aparat keamanan (TNI/Polri);

h) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan negosiasi

dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak; ' Sur?ltj pae;mtah
) Satpal PP bersama perangkat daerah danfatau instansi terkait serta aparat keamanan menindeklanjuti hasil g
g , * Perlengkapan
Npgoeias alal urjucvece; sesuai ketentuan | 3jam | + Dokumentasi
) Satpol PP bersama perangkat deerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan upaya it
penyelesaian aksi unjuk rasa; dan piru ndang-
k) Tidak melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan. undangan
Tahap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa dilakukan melalui langkah-langkah:
a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ a teu instansi terkait serta aparat
keamanan terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
b) Menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan !
kerusuhan massa; :
¢) Mengamankan aset daerah;
d) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa dan melakukan
tindekan berdasarkean hasil koordinasi dengan pihak keamanan;
&) Selama proses penanganan kerusuhan masse berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua
atau belakang dari aparat keamanan (TNI/Polri); dan
f) Tidak mefakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
PELAPORAN
X
, = 3 b * Hasil kegiatan .| * Leporan hasil
Menyampaikan aporan tertulis dibuat dengan format yang ada < > operasi 1 hari keglatan operasi
T M |
i
Mengarsip laporan kegiatan operasi * Arsip




SOP DETEKSI DAN CEGAH DINI




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KRATNEGARA
BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

Nomor SOP : P-2570/POLPP/PPHD.1/300.1/12/2024
Tanggal Pembuatan : 13 Desember 2024
Tanggal Revisi g
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
Z \‘I
X OMA PRATAMA, AP
& A ybing Utama Muda
\%), NP 18740621 1994121 002
Nama SOP . Deteksi Dini danlvegan it -~

No | DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
‘1. | Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 1. Instansi Vertikal / Perangkat Daerah Lainnya
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kasatpol PP
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. Sekretaris
4., | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 4. Kab?d PPHQ
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur, Administrasi Pemerintah; 5. Kabid Trantibum
. : g ; o 6. Kabid Linmas
5. Pﬁraturan Menteri Qalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 7. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. Kasi Kerjasama
6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban 9. Kasi OPS
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 10. Sekretariat PPNS
7| Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Oprasional Prosedur 11. Anggota Satpol PP
Polisi Pamong Praja dan Kode Etik;
g. | Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
g, | Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kutai Kartanegara;
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Patroli 1. Alat Tulis
SOP Penertiban 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
SOP Yustisi 3. Surat Perintah, Laporan Kejadian, Surat Pemyataan, Surat Teguran.
4. HP, HT dan Jaringan Internet.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja lainnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menjaga Ketentraman dan

Katartihan | Imiim carta Parlindiinnan Macvarakat




Deteksi Dini dan Cegah Dini

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Anggota / Kasi Kabid Personil Persyaratan/ | Waktu Output
Pendeteksi | BINWASLUH PPHD Satpol PP | Kelengkapan
Dini

Menyampaikan Surat Perintah Surat perintah 15 | Surat perintah
tugas Menit | tugas
Penegakan
perda dari Kasat

Menerima arahan Surat perintah 15 | Arahan
tugas Menit | pelaksanaan

kegiatan

Melakukan deteksi dini Arahan 24 | Laporan
pelaksanaan Jam | pendeteksidinian
kegiatan

Menerima hasil deteksi dini Laporan 30 | Laporan
pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian

Melaporkan kegiatan hasil deteksi Laporan 10 | Laporan

dini pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian

Menindaklanjuti deteksi dini Laporan 10 | Laporan
pendeteksidinian = Menit | pendeteksidinian

Penertiban Laporan 5 | Laporan
pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian




SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KRATNEGARA
BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP
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KUALIFIKASI PELAKSANA

o W N e

6.

o | DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur, Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Instansi Vertikal / Perangkat Daerah Lainnya
Kasatpol PP

Sekretaris

Kabid PPHD

Kabid Trantibum

Kabid Linmas

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

Kasi Kerjasama

Kasi OPS

10. Sekretariat PPNS

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Anggota Satpol PP

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Oprasional Prosedur
Polisi Pamong Praja dan Kode Etik;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kutai Kartanegara;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP Patroli 1. Alat Tulis

SOP Penertiban 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

SOP Yustisi 3. Surat Perintah,Laporan Kejadian, Surat Pemyataan, Surat Teguran.
4. HP, HT dan Jaringan Internet.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja lainnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menjaga Ketentraman dan
' Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat




Pembinaan dan Penyuluhan

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Anggota / Kasi Kabid Personil Persyaratan/ | Waktu Output
Pendeteksi | BINWASLUH PPHD Satpol PP | Kelengkapan
Dini
Menyampaikan Surat Perintah Surat perintah 15 | Surat perintah
tugas Menit | tugas
Penegakan
perda dari Kasat
Menerima arahan Surat perintah 15 | Arahan
tugas Menit | pelaksanaan
kegiatan
Melakukan deteksi dini Arahan 24 | Laporan
| pelaksanaan Jam | pendeteksidinian
| kegiatan
Menerima hasil deteksi dini Laporan 30 | Laporan
- pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian
Melaporkan kegiatan hasil deteksi Laporan 10 | Laporan
dini - pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian
Menindaklanjuti deteksi dini Laporan 10 | Laporan
- pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian
Penertiban | Laporan 5 | Laporan
. pendeteksidinian | Menit | pendeteksidinian




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

P dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Penegakan Perda (Yustisi)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

aprONE

SOP Penegakan Perda Non Yustisi;
SOP Patroli;

SOP Penertiban;

SOP Pembinaan dan Penyuluhan;
SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini.

Alat Tulis;

Komputer;

Alat Komunikasi;

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Surat Perintah, Laporan Kejadian, Kegiatan Patroli,
Surat Pernyataan, Surat Teguran, Berita Acara
Penyerahan, Blanko Tipiring.

arONE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum
dalam penegakan Perda/Perkada.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
: : Kasie Petugas Peng-
N NEgETET g(ﬁslflt:, gga'g Pk?nyglg:- IIzenega- administrasi Kelengkapan Waktu Output e
Penyidikan an Perda Umum
PERENCANAAN
1. Merencanakan kegiatan dan/atau Laporan 1 hari Berkas laporan
menerima  laporan  baik  dari ( )7’( ) pelanggaran
masyarakat, hasil patroli anggota,
ataupun dinas/instansi terkait i
2. Menyiapkan jadwal dan personil ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan bentuk dan metode y ATK, komputer 60 menit | Bentuk dan metode
operasi operasi
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta <> komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal nilg menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




operasional

Pelaksana Mutu Baku
: : Kasie Petugas Peng-
N NEgETET éﬁsslt:, Sgalg Pk?nyzlﬁ:' IIzenega- administrasi Kelengkapan Waktu Output e
Penyidikan an Perda Umum
8. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan v operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
< |
|
9. Mengadakan apel persiapan | Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum v persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Melaksanakan penyelidikan Surat perintah Me Laporan hasil
pelanggaran perda (tibumtranmas) tugas, nyesuai | penyelidikan
Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Melaksanakan penyidikan dan Surat perintah Me Laporan hasil
berkoordinasi dengan instansi tugas, nyesuai | penyidikan
terkait sesuai dengan bidang dan Perda/Perkada, kan
jenis pelanggaran perda kendaraan, alat
A2 komunikasi,  dan
O perlengkapan




Pelaksana Mutu Baku
: : Kasie Petugas Peng-
N NEgETET g(ﬁslflt:, gga'g Pf;r?’ Zlfr:' IIzenega- administrasi Kelengkapan Waktu Output e
Penyidikan an Perda Umum
12. | Melaksanakan pemanggilan Surat perintah Me Laporan hasil
terhadap tersangka dan saksi tugas, nyesuai | pemanggilan
sesuai dengan kewenangan yang Perda/Perkada, kan tersangka dan saksi
ditetapkan dalam undang-undang kendaraan, alat
yang menjadi dasar hukumnya komunikasi, dan
masing-masing (perda) perlengkapan
operasional
13. | Melakukan pemberkasan terhadap Surat perintah Me Berkas
pelanggar perda v tugas, nyesuai | pelanggaran perda,
Perda/Perkada, kan barang bukti
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
14. | Melakukan koordinasi dengan Surat perintah Me Berita acara
Biro/Bagian Hukum dan PPNS tugas, nyesuai
untuk menerapkan sanksi Perda/Perkada, kan
administratif sesuai dengan kendaraan, alat
ketentuan peraturan perundang- komunikasi, dan
undangan perlengkapan
operasional
PELAPORAN
15. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
16. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP ia menit kegiatan yang

ditandatangani
Kasat Pol PP




Pelaksana Mutu Baku
Kasie
. . iy Petugas Peng-
N NEgETET Kasat Nl HERLI Penega- administrasi Kelengkapan Waktu Output e
Pol PP PPHD kan dan kan Perd U
Penyidikan anreraa mum
17. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian

berkas

()




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

Ditandatangani Secara Elektranik Oleh
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Penegakan Perda (Non Yustisi)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas
Satuan Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;

Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar serta dapat juga dengan bahasa daerah
setempat;

Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang
berlaku di daerah atau wilayah kerjanya.



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 1. Komputer;
2. SOP Penegakan Perkada; 2. Alat komunikasi;
3. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 3. ATK;
4. SOP Patroli; 4. Perda dan Perkada;
5. SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini; 5. Surat perintah tugas;
6. SOP Penertiban. 6. Perlengkapan operasional;
7. Kendaraan.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum | 1. Berkas pelanggaran;
dalam penegakan Perda/Perkada. 2. Berkas perkara;
3. Surat tugas;
4. Laporan kejadian.




Pelaksana Mutu Baku
_ : Kasie Petugas Peng-
b B R FI;(asat ieloid pF;i';‘;',CZ:;',;, Peneg%kan adminis%rasi Kelengkapan Waktu Output Ket
ol PP PPHD dan
Penyuluhan Perda Umum
PERENCANAAN
1. Merencanakan kegiatan dan/atau Laporan 1 hari Berkas laporan
menerima  laporan baik  dari ( ) ’( ) pelanggaran
masyarakat, hasil patroli anggota,
ataupun dinas/instansi terkait i
2. Menyiapkan jadwal dan personil ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
[
3. Menetapkan bentuk dan metode v ATK, komputer 60 menit | Bentuk dan metode
operasi nonyustisial operasi nonyustisial
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta < komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal > menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
. . Rasi Petugas Peng-
mbinaan,
b B R FI;(asat ieloid PZigaw::an, Penegakan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
ol PP PPHD dan
Penyuluhan Perda Umum
8. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
<
9. Mengadakan apel persiapan Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum v persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan > pelaksanaan (APP)
10. | Melakukan pengarahan kepada Surat perintah Me Laporan hasil
masyarakat, kelompok dan badan tugas, nyesuai | pengarahan
hukum agar menaati dan mematuhi v Perda/Perkada, kan
peraturan kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Melakukan pembinaan dan/atau Surat perintah Me Laporan hasil
sosialisasi y tugas, nyesuai | pembinaan
Perda/Perkada, kan dan/atau sosialisasi
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




Pelaksana Mutu Baku
_ , Kasie Petugas Peng-
b B R FI;(asat ieloid PZirg:vT:sa;H, Peneg%kan adminis%rasi Kelengkapan Waktu Output Ket
ol PP PPHD dan
EanglifiEn Perda Umum
12. | Melakukan penindakan nonyustisial Surat perintah Me Laporan hasil | Surat
tugas, nyesuai | operasi, surat | pernyataan
Perda/Perkada, kan pernyataan dan | terhitung 7
kendaraan, alat berita acara (jika | hari sejak di
komunikasi, surat diperlukan) ttd
pernyataan dan
Tidak Mengin| kari SP perlengkapan
operasional
13. | Membuat dan mengirim surat X Surat perintah Me Surat  peringatan | - Suratperingatan
. . . 1 tenggang 3
peringatan pertama, kedua dan tugas, nyesuai | diterima hari
ketiga apabila masyarakat, Tidak Perda/Perkada, kan masyarakat, - Surat peringatan
kelompok, dan badan hukum tidak kendaraan, alat kelompok, dan | 2 feneone 2
melaksanakan dan/atau komunikasi, surat badan hukum - Surat peringatan
mengingkari Surat Pernyataan MengingKari SP peringatan dan ﬁaﬂ‘e”ggang !
perlengkapan
operasional
14. | Melakukan koordinasi dengan Surat perintah Me Berita acara
Biro/Bagian Hukum dan PPNS tugas, nyesuai
untuk menerapkan sanksi v Perda/Perkada, kan
administratif sesuai dengan - P kendaraan, alat
ketentuan peraturan perundang- | komunikasi, dan
undangan apabila masyarakat, perlengkapan
kelompok, dan badan hukum tidak operasional
melaksanakan dan/atau
mengingkari Surat Peringatan




Pelaksana Mutu Baku
_ , Kasie Petugas Peng-
N NS FI;(asat NI PZirg:vT:sa;H, Peneg%kan adminis%rasi Kelengkapan Waktu Output Ket
ol PP PPHD dan
Penyuluhan Perda Umum
PELAPORAN
15. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
16. | Membuat laporan hasil kegiatan A4 ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP -DL_, menit | kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
17. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas

=




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

§ o BUPATI KUTAI KARTANEGARA
{ IS

"~ dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Penegakan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Patroli;

SOP Pembinaan dan Penyuluhan;

SOP Penertiban;

SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini;

SOP Penegakan Perda (Yustisi dan Non Yustisi).

aohownhpRE
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Alat Tulis;

Komputer;

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Kegiatan
Patroli, Surat Pernyataan, dan Surat Teguran;

HP, HT, dan Jaringan Internet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi ketidakpastian hukum
dalam penegakan Perda/Perkada




Pelaksana Mutu Baku
i . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5383; gga'g P | Penegakan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
dan Penyuluhan Perkada Umum
PERENCANAAN
1. Merencanakan kegiatan dan/atau Laporan 1 hari Berkas laporan
menerima  laporan  baik  dari ( )7,( ) pelanggaran
masyarakat, hasil patroli anggota,
ataupun dinas/instansi terkait i
2. Menyiapkan jadwal dan personil ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan bentuk dan metode y ATK, komputer 60 menit | Bentuk dan metode
penegakan perkada penegakan perkada
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta 1w komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal > menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
i . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5383; gga'g P | Penegakan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
dan Penyuluhan Perkada Umum
8. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan v operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
|
|
9. Mengadakan apel persiapan | Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum v persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Melakukan pengarahan kepada Surat perintah Me Laporan hasil
masyarakat, kelompok dan badan tugas, nyesuai | pengarahan
hukum agar menaati dan mematuhi Perda/Perkada, kan
peraturan kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Melakukan pembinaan dan/atau Surat perintah Me Laporan hasil
sosialisasi tugas, nyesuai | pembinaan
Perda/Perkada, kan dan/atau sosialisasi
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




Pelaksana Mutu Baku
i . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5383; gga'g P | Penegakan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
dan Penyuluhan Perkada Umum
12. | Melakukan penindakan nonyustisial Surat perintah Me Laporan hasil | Surat
tugas, nyesuai | operasi, surat | pernyataan
Perda/Perkada, kan pernyataan dan | terhitung 7
kendaraan, alat berita acara (jika | hari sejak di
komunikasi, surat diperlukan) ttd
Tidak pernyataan dan
Mengin kari SP perlengkapan
operasional
13. | Membuat dan mengirim surat Surat perintah Me Surat  peringatan | - f“fat peringatan
peringatan pertama, kedua dan tugas, nyesuai | diterima L fenggang 3
ketiga apabila masyarakat, Perda/Perkada, kan masyarakat, - Surat peringatan
kelompok, dan badan hukum tidak kendaraan, alat kelompok, dan | 2 feneone 2
melaksanakan dan/atau Tidak \ komunikasi, surat badan hukum - Suratperingatan
mengingkari Surat Pernyataan peringatan dan ﬁaﬂ‘e”ggang !
Mengingkari SP per|engkapan
operasional
14. | Melakukan koordinasi dengan Surat perintah Me Berita acara
Biro/Bagian Hukum dan PPNS tugas, nyesuai
untuk menerapkan sanksi Perda/Perkada, kan
administratif sesuai dengan <> kendaraan, alat
ketentuan peraturan perundang- T komunikasi, dan
undangan apabila masyarakat, perlengkapan
kelompok, dan badan hukum tidak operasional
melaksanakan dan/atau
mengingkari Surat Peringatan
AA




Pelaksana Mutu Baku
: : Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan Flf "ﬁf‘; ggﬂg PZ%’;‘:";::;;' Penegakan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
0 dan Penyuluhan Perkada Umum
PELAPORAN
15. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
16. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP N menit kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
17. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

§ 5}' BUPATI KUTAI KARTANEGARA

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Deteksi Dini

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta

Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong

Praja;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan

Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penegakan Perda (Non yustisi); 1. Komputer dan jaringan internet;
2. SOP Penegakan Perda (Yustisi); 2. Alat Tulis Kantor;
3. SOP Penegakan Perkada; 3. Perlengkapan Operasional;
4. SOP Pembinaan dan Penyuluhan; 4. Kendaraan;
5. SOP Patroli; 5. Perda dan Perkada;
6. SOP Penertiban. 6. Alat Komunikasi;
7.

Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Surat
Pernyataan, Surat Teguran.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasat Kabid Pembear, I;zttueglggis adriﬁ]?gt;asi Ket
Pol PP PPHD dgfgiivﬁfﬁén ik st Kelengkapan Waktu Output
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan dilakukan deteksi ( )—-»( ) objek deteksi dini
dini
2. Menyiapkan jadwal dan personil y ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan v ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode deteksi dini metode deteksi dini
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta nila komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal 1™ menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
. . Kasie Petugas Peng-

N NEgETET F*f(fl‘sg‘; gglt_"'g sy Deteksi administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket

dan Penyuluhan Dini Umum

8. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa

i
|
9. Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum > persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Melakukan pengawasan, Surat perintah Me Laporan hasil
pengamatan, pencarian dan tugas, nyesuai | pengawasan,
pengumpulan bahan keterangan Perda/Perkada, kan pengamatan,
kendaraan, alat pencarian dan
komunikasi, dan bahan keterangan
perlengkapan
operasional
11. | Melaksanakan tindakan Surat perintah Me Laporan hasil
pencegahan terhadap  potensi tugas, nyesuai | tindakan
gangguan ketertiban umum dan Perda/Perkada, kan pencegahan  dan
ketenteraman masyarakat kendaraan, alat berita acara (jika
komunikasi, dan diperlukan)
perlengkapan
operasional

PELAPORAN

12. | Melakukan evaluasi pelaksanaan \ 4 ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan > pelaksanaan

kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
. . i Petugas Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Pemtinaan, . eng- Ket
Pol PP PPHD dpe‘i,gawjjanv Deteksi administrasi Kelengkapan Waktu Output
an Penyuluhan Dini Umum
13. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit | kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
»
14. | Melakukan A ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas

55




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

| BUPATI KUTAI KARTANEGARA

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Cegah Dini

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penegakan Perda (Non yustisi);
SOP Penegakan Perda (Yustisi);
SOP Penegakan Perkada;

SOP Pembinaan dan Penyuluhan;
SOP Patroli;

SOP Penertiban.

ocukhwhpRE

Komputer dan jaringan internet;

Alat Tulis Kantor;

Perlengkapan Operasional;

Kendaraan;

Perda dan Perkada;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas, Laporan Kejadian, Surat
Pernyataan, Surat Teguran.

Nogs~wbdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasat Kabid Pembear, Petug?f r';ﬁ]?g; i Ket
Pol PP PPHD d:.f';%ivﬁfﬁén C[e)?nai\ ad min jrtn as Kelengkapan Waktu Output
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan dilakukan cegah ( )**( ) objek cegah dini
dini
2. Menyiapkan jadwal dan personil y ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan y ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode cegah dini metode cegah dini
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta < P < komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal 41> menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
] . Kasie Petugas Peng-

N NEgETET ;((;ellss; ng'g di%’%%g%ﬁﬂ C[e)?nai\h adrSmijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket

8. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan v operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa

<
|
9. Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum > persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Melakukan pengawasan, Surat perintah Me Laporan hasil
pengamatan, pencarian dan tugas, nyesuai | pengawasan,
pengumpulan bahan keterangan Perda/Perkada, kan pengamatan,
kendaraan, alat pencarian dan
komunikasi, dan bahan keterangan
perlengkapan
operasional
11. | Melaksanakan tindakan Surat perintah Me Laporan hasil
pencegahan terhadap potensi tugas, nyesuai | tindakan
gangguan ketertiban umum dan Perda/Perkada, kan pencegahan  dan
ketenteraman masyarakat kendaraan, alat berita acara (jika
komunikasi, dan diperlukan)
perlengkapan
operasional

PELAPORAN

12. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan 1M pelaksanaan

kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
. . i Petugas Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Pembear, eng- Ket
Pol PP PPHD dpe‘i,gawjjanv Cegah administrasi Kelengkapan Waktu Output
an Penyuluhan Dini Umum
13. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit | kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
»
14. | Melakukan A ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Pembinaan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penegakan Perda (Non yustisi);
SOP Penegakan Perda (Yustisi);
SOP Penegakan Perkada;

SOP Penertiban.

PR

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

NoghkwdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
] . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan g;l‘s;; Sglt_’"g dPZi'g;’V'C::;,' Pembina | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Penyuluhan an Umum
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan diberikan ( )—-»( ) objek pembinaan
pembinaan 7
2. Menyiapkan jadwal dan personil ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan v ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode pembinaan metode pembinaan
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta nila komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal 1™ menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
] . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5383; ggz'g deirg:\l;:::H' Pembina | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Penyuluhan an Umum
8. Melakukan pemeriksaan semua ATK, komputer, dan 120 Materi pembinaan,
perlengkapan sesuai ketentuan dan v perlengkapan menit | dan perlengkapan
petunjuk yang diberikan pimpinan operasional operasional
serta materi pembinaan <
|
9. Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum > persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Mengunjungi atau Surat perintah Me Kegiatan
mengundang/memanggil tugas, nyesuai | pembinaan
masyarakat, kelompok maupun Perda/Perkada, kan
badan hukum secara formal untuk materi pembinaan,
memberikan arahan dan himbauan kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Menyampaikan maksud dan tujuan Y Surat perintah Me Notula hasil | Pada saat
pembinaan dengan membuat notula tugas, nyesuai | pembinaan menyampaika
hasil pembahasan pembinaan Perda/Perkada, kan n  panggilan
materi pembinaan, resmi maupun
kendaraan, alat zg:;tageguran,
komunikasi, dan ditanda
perlengkapan tangani  oleh
operasional penerima,
surat
A 4 panggilan
O maupun surat
teguran satu
diserahkan
kepada si
penerima dan
satu lagi
sebagai arsip

untuk




Pelaksana Mutu Baku
. . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan g(fl‘s;; gglt_’"g deirS:vT::;H, Pembina | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Penyuluhan an Umum
memudahkan
pengecekan.
12. | Selama proses pembinaan Surat perintah Me Surat pernyataan di
dilaksanakan, pelanggar Perda tugas, nyesuai | ttd pelanggar
dan/atau Perkada serta produk Perda/Perkada, kan
hukum lainnya diwajibkan untuk surat  pernyataan,
menandatangani Surat Pernyataan materi pembinaan,
untuk tidak mengulangi kendaraan, alat
pelanggaran  dikemudian  hari. komunikasi, dan
Apabila terjadi pelanggaran maka perlengkapan
Satpol PP berhak melakukan operasional
penertiban
13. | Menerapkan sanksi kepada Surat perintah Me Berita acara
pelanggar sesuai dengan tugas, nyesuai
kewenangan dengan mengacu Perda/Perkada, kan
operasional prosedur penertiban \4 surat  pernyataan,
materi pembinaan,
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
PELAPORAN
14. | Melakukan evaluasi pelaksanaan A ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
15. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP » menit kegiatan yang

ditandatangani
Kasat Pol PP




Pelaksana Mutu Baku
. . i Petugas Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Pembiaan, . eng- Ket
Pol PP PPHD dPeigaw::an, Pembina | administrasi Kelengkapan Waktu Output
an Penyuluhan an Umum
16. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian

berkas

()




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

\ Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

[ y BUPATI KUTAI KARTANEGARA
&, 6. 1

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Nama SOP

Penyuluhan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan

67


https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penegakan Perda (Non yustisi);
SOP Penegakan Perda (Yustisi);
SOP Penegakan Perkada;

SOP Penertiban.

PR

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

NoghkwdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
] . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5353; ggz'g deirg:\l;:::H' Penyuluh | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Penyuluhan an Umum
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan  diberikan ( )—-»( ) objek penyuluhan
penyuluhan ]
2. Menyiapkan jadwal dan personil y ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan y ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode penyuluhan metode penyuluhan
4, Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
lapangan
5. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta nila komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal 1™ menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
. . Kasie Petugas Peng-
No Kegiatan 5353; ggz'g deirg:\l;:::H' Penyuluh | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Penyuluhan an Umum
8. Melakukan pemeriksaan semua ATK, komputer, dan 120 Materi penyuluhan,
perlengkapan sesuai ketentuan dan v perlengkapan menit | dan perlengkapan
petunjuk yang diberikan pimpinan operasional operasional
serta materi penyuluhan PN
|
9. Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum > persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
10. | Mendatangi tempat-tempat yang Surat perintah Me Kegiatan
telah direncanakan dan/atau tugas, nyesuai | penyuluhan
dijadwalkan melalui forum dengan Perda/Perkada, kan
maksud tujuan menyampaikan materi penyuluhan,
materi penyuluhan bidang kendaraan, alat
ketertiban ketenteraman komunikasi, dan
masyarakat perlengkapan
operasional
11. | Melakukan penyuluhan dengan Y Surat perintah Me Notula hasil
sopan, jelas, bahasa yang mudah tugas, nyesuai | penyuluhan
dimengerti dan dengan prinsip Perda/Perkada, kan
saling asah, asih dan asuh diantara materi penyuluhan,
anggota Satpol PP dengan dengan kendaraan, alat
masyarakat, kelompok, dan badan komunikasi, dan
hukum perlengkapan
operasional
PELAPORAN
12. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan <P pelaksanaan
@ kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
i : i Petugas Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Pembear, eng- Ket
Pol PP PPHD d:eEQaW::an' Penyuluh | administrasi Kelengkapan Waktu Output
n Penyuluhan an Umum
13. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
L
14. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

&

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Patroli

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penegakan Perda (Non yustisi);
SOP Penegakan Perda (Yustisi);
SOP Penegakan Perkada;

SOP Deteksi Dini;

SOP Cegah Dini;

SOP Pembinaan;

SOP Penyuluhan;

SOP Pegamanan;

. SOP Pengawalan;

10. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
11. SOP Penertiban.

©CeNoO~ODE

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

Nogs~wbdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R sl ngg;?b e administiasi | Kelengkapan Waktu Output Ket
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan dilakukan patroli ( )7-»( ) objek patroli
]
2. Menyiapkan jadwal dan personil y ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan y ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode patroli metode patroli
4, Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
5. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan - operasional menit | operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta < | > komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
7. Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal 1™ menit kesepakatan

pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Kasie Petugas ey : Ket
Pol PP Trantib oPS Patroli adrS;:Ertrr]aa Kelengkapan Waktu Output
8. Mengadakan apel persiapan Perlengkapan apel | 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan (APP)
9. Melakukan patroli dengan seksama Surat perintah Me Laporan hasil | Patroli dilakukan
dan telit, dengan senantiasa tugas, nyesuai | patroli dengan
. 1. Patroli
memperhatikan apa yang harus Perda/Perkada, kan kendaraan
didengar dan dilihat, agar dapat kendaraan, alat bermotor
diambil kesimpulan dan dilaporkan komunikasi, dan - Mentaati
kepada pimpinan perlengkapan ﬁ’r‘ft;ast“ra” lalu
operasional . Menjalankan
kendaraan
dengan
kecepatan
semestinya
. Tidak
membunyikan
klakson/sirine
jika tidak
sangat perlu
sekali
. Tidak
menggunakan

sorotan-
sorotan lampu
yang
berlebihan di
malam hari




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R sl ngg;?b e administiasi | Kelengkapan Waktu Output Ket
10. | Jika ditemui penyimpangan suatu Surat perintah Me Laporan hasil
kejadian terhadap atau Peraturan tugas, nyesuai | patroli
Daerah, segera ambil langkah- Perda/Perkada, kan
langkah pertama berupa atau kendaraan, alat
tindakan penyuluhan, teguran dan komunikasi, dan
peringatan, kemudian dicatat dan perlengkapan
dilaporkan pimpinan operasional
11. | Memperhatikan segala sesuatu Surat perintah Me Laporan hasil
berhubungan masyarakat segala tugas, nyesuai | patroli
dengan gelandangan/pengemis Perda/Perkada, kan
sesuatu yang penyakit seperti kendaraan, alat
jalanan yang meminta-minta uang y komunikasi, dan
kepada pengendara kendaraan perlengkapan
bermotor, komersial di jalan pekerja operasional
seks pada malam hari, tempat-
tempat/orang-orang yang menjual
minuman keras secara terbuka dan
lainnya
12. | Melakukan dokumentasi dan dapat Surat perintah Me Laporan dan
dipertanggungjawabkan secara tugas, nyesuai | dokumentasi hasil
kedinasan Perda/Perkada, kan patroli
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Kasie Petugas ey : Ket
Pol PP Trantib oPS Patroli adrS;:Ertrr]aa Kelengkapan Waktu Output
PELAPORAN
13. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
14. | Membuat laporan hasil kegiatan 4 ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit | kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
15. | Melakukan v ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

s o2t BUPATI KUTAI KARTANEGARA
{ S

%ﬁ ¢

& .

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Pengamanan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Patroli

SOP Deteksi Dini;

SOP Cegah Dini;

SOP Pembinaan;

SOP Penyuluhan;

SOP Pengawalan;

SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
SOP Penertiban.

ONoohrWNE

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

Nogs~wbdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
: g Petugas Peng-
No Kegiatan FI)(asat KEHE Pengagman adminisgtrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
ol PP OPS
an Umum
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek serta jumlahnya yang akan ->( ) objek pengamanan
dilakukan pengamanan -
2. Menetapkan tempat, bentuk, dan y ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode pengamanan metode
pengamanan
3. Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
4, Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan < operasional menit operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan T diperiksa
5. Melaksanakan koordinasi dengan y ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
PELAKSANAAN
6. Menyiapkan jadwal dan petugas y ATK, komputer 60 menit | Jadwal  kegiatan,
surat perintah tugas
|
7. Membuat berita acara pelimpahan v ATK, komputer 30 menit | Dokumen berita
tugas acara
8. Melaksanakan rapat koordinasi . ATK, komputer 120 Informasi dan
internal menit kesepakatan
@ ' pelaksanaan tugas




alat komunikasi,
dan perlengkapan
operasional

Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Peng-
N NS ggﬁfé TKr:E;?b Ié)asée Pengaman | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Umum
9. Mengadakan apel persiapan Perlengkapan 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum apel persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
(APP)
10. | Mencatat dan mengenali identitas ATK, surat Me Catatan  identitas
setiap tamu yang berkunjung perintah tugas, nyesuai | tamu
Perda/Perkada, kan
dan alat
komunikasi
11. | Melakukan pengaturan lalu lintas di Surat perintah Me Laporan hasil
sekitar pintu gerbang pada saat tugas, nyesuai | pengaturan lalu
pejabat/tamu keluar masuk Y Perda/Perkada, kan lintas
lingkungan Rumah Dinas kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
12. | Mencatat identitas, logat ATK, surat Me Catatan  identitas
bicara/dialek, suara-suara lain yang A perintah tugas, | nyesuai | tamu
terdengar, serta pesan yang Perda/Perkada kan
disampaikan oleh penelepon dan alat
komunikasi
13. | Mencatat kejadian penting/menonjol v ATK, surat Me Catatan  kejadian
selama melakukan tugas jaga perintah tugas, | nyesuai | penting/menonjol
Perda/Perkada, kan (Notula)




Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Peng-
N NS ggﬁfé TKr:E;?b Ié)asge Pengaman | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
an Umum
14. | Melakukan pengawasan dan Surat perintah Me Laporan
pengecekan terhadap petugas tugas, nyesuai | pengawasan dan
pelayanan seperti petugas telepon, Perda/Perkada, kan pengecekan
PAM, listrik dan lain-lain kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
15. | Melakukan pengawasan dan Surat perintah Me Laporan
pengecekan secara intensif di setiap tugas, nyesuai | pengawasan dan
tempat yang tersembunyi dan Perda/Perkada, kan pengecekan
kurang mendapat perhatian kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
16. | Menjaga dan menertibkan para Surat perintah Me Laporan hasil
pedagang penjaja barang atau tugas, nyesuai | penertiban
sejenisnya serta para pencari Perda/Perkada, kan
sumbangan (perorangan, yayasan kendaraan, alat
dif komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
PELAPORAN
17. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
i : . Petugas Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Kasie o : Ket
Pol PP Trantib OPS Pengaman | administrasi Kelengkapan Waktu Output
an Umum
18. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit | kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
19. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip

pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

[ & BUPATI KUTAI KARTANEGARA
{ sl A

dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. o,

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Pengawalan Berjalan Kaki

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Patroli

SOP Deteksi Dini;

SOP Cegah Dini;

SOP Pengamanan;

SOP Pengawalan;

SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
SOP Penertiban.

NoohkwhE

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

NookwdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
. . Peng-
b B R ;((;ellss; Iéasé’e P;th\?vzlsan adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek serta jumlah yang akan ->( ) objek pengamanan
dilakukan pengawalan -
2. Menyiapkan jadwal dan petugas Y ATK, komputer 30 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan % ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode pengawalan metode
pengawalan
4, Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
5. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan - > operasional menit operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
7. Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
> lapangan
PELAKSANAAN
8. Melaksanakan rapat koordinasi - ATK, komputer 120 Informasi dan
internal menit kesepakatan
@ ' pelaksanaan tugas




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
o S| | o | oo, | scmnvasi | kelengiapan | walaw | Oup
9. Mengadakan apel persiapan Perlengkapan 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum Q apel persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
> (APP)
10. | Berdiri dengan keadaan siap di Y Surat perintah Me Pengawalan
belakang dan/atau sekitar tugas, nyesuai
pejabat/VIP Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Melakukan pemeriksaan Surat perintah Me Laporan hasil
pendahuluan terhadap objek dan \ tugas, nyesuai | pemeriksaan
benda-benda di sepanjang lokasi Perda/Perkada, kan
yang dilalui kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
12. | Mengawasi dan mencermati Surat perintah Me Laporan hasil
kejadian-kejadian yang tugas, nyesuai | pengawasan
penting/menonjol selama Perda/Perkada, kan
pengawalan berjalan kaki di alat komunikasi,
sepanjang lokasi yang dilalui Y dan perlengkapan
O operasional




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-

b B R ;ﬁslf; TKr:E;?b Ié)apsge Peieg;t:\?vglsan adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
13. | Melakukan koordinasi dengan/antar Surat perintah Me Informasi dan
seluruh unsur pengamanan lain tugas, nyesuai | kesepakatan

selama berlangsung pengawalan Perda/Perkada, kan pelaksanaan tugas
berjalan kaki kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
PELAPORAN
14. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
15. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
16. | Melakukan h 4 ATK, komputer 60 menit | Arsip
pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

\ Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

b 2 BUPATI KUTAI KARTANEGARA
{ @; )
iy

“#" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Pengawalan dengan Kendaraan
Bermotor

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;

Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Patroli

SOP Deteksi Dini;

SOP Cegah Dini;

SOP Pengamanan;

SOP Pengawalan;

SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
SOP Penertiban.

NouorwbF

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

NoghkwdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
. . Peng-
b B R ;((;ellss; Iéasé’e P;th\?vzlsan adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek serta jumlah yang akan ->( ) objek pengamanan
dilakukan pengawalan -
2. Menyiapkan jadwal dan petugas Y ATK, komputer 30 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan % ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode pengawalan metode
pengawalan
4, Menyiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan kegiatan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
5. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan - > operasional menit operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan diperiksa
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta komunikasi, menit kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer
7. Melakukan survei lapangan Kendaraan 1-3 hari | Gambaran situasi di
> lapangan
PELAKSANAAN
8. Melaksanakan rapat koordinasi P ATK, komputer 120 Informasi dan
internal menit kesepakatan
@ ' pelaksanaan tugas




tujuan

kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional

Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;((;ellss; TKr:E;?b Iéasé’e P;th\?vzlsan adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
9. Mengadakan apel persiapan Perlengkapan 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum Q apel persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
> (APP)
10. | Menyiapkan kendaraan bermotor Y Surat perintah Me Pengawalan
pada posisi berjajar di barisan tugas, nyesuai
belakang Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
11. | Memberikan laporan ke ajudan Surat perintah Me Informasi
pejabat/VIP bahwa pengawalan tugas, nyesuai
siap dilaksanakan Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
12. | Mengatur  kendaraan  bermotor Surat perintah Me Posisi  kendaraan
berjajar dengan kendaraan tugas, nyesuai | sejajar dengan
bermotor lainnya berangkat menuju Perda/Perkada, kan kendaraan lain




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;((;ellss; TKr:E;?b Iéapsge P;Zt:\?vglsan adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
13. | Menyalakan lampu dan sirine (bila Surat perintah Me Lampu dan sirine
diperlukan) selama perjalanan tugas, nyesuai | menyala (ika
Perda/Perkada, kan diperlukan)
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
14. | Memberikan tandalisyarat pelan Surat perintah Me Berhenti dengan
sebelum berhenti di tempat tujuan tugas, nyesuai | aman
Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
15. | Memarkirkan kendaraan bermotor Surat perintah Me Parkir dengan
di tempat yang aman tugas, nyesuai | aman
Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
16. | Setelah acara selesai, menyiapkan Surat perintah Me Kendaraan siap
kendaraan bermotor untuk kembali tugas, nyesuai | digunakan ke lokasi
ke lokasi awal Perda/Perkada, kan awal
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;ﬁslf; TKr:E;?b Ié)apsge Peieg;t:\?vglsan adrSinistrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
mum
17. | Memberikan laporan ke ajudan Surat perintah Me Informasi
pejabat/VIP bahwa pengawalan tugas, nyesuai
siap dilaksanakan Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
18. | Memberikan laporan kepada ajudan Surat perintah Me Informasi
bahwa pengawalan telah selesai tugas, nyesuai
dilaksanakan Perda/Perkada, kan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
PELAPORAN
19. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
20. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
21. | Melakukan A 4 ATK, komputer 60 menit | Arsip
pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/

KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Penertiban

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.

kecakapan



https://satpolpp.kukarkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penegakan Perda (Non Yustisi)

SOP Penegakan Perda (Yustisi)

SOP Penegakan Perkada

SOP Patroli;

SOP Deteksi Dini;

SOP Cegah Dini;

SOP Pengamanan;

SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

ONOORWNE

Komputer dan jaringan internet;
Alat Tulis Kantor;
Perlengkapan Operasional;
Kendaraan;

Perda dan Perkada,;

Alat Komunikasi;

Surat Perintah Tugas.

Nogs~wbdE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;((;ellss; TKr:E;?b Iéasé’e P:ﬁtel:gl?:m adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek serta jumlahnya yang akan ( )—-»( ) objek penertiban
dilakukan penertiban 1
2. Menyiapkan jadwal dan personil 4 ATK, komputer 60 menit | Jadwal dan personil
yang bertugas yang bertugas
|
3. Menetapkan tempat, bentuk, dan y ATK, komputer 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode penertiban metode penertiban
3
4, Mempersiapkan rencana operasi = ATK, komputer 60 menit | Dokumen rencana
penertiban operasi penertiban
5. Mempersiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
6. Melakukan pemeriksaan semua Perlengkapan 120 Perlengkapan
perlengkapan sesuai ketentuan dan < - > operasional menit operasional telah
petunjuk yang diberikan pimpinan * diperiksa
7. Mempersiapkan perlengkapan Perlengkapan 120 Perlengkapan P3K
pertolongan pertama (P3K) dan (¢ - > P3K, kendaraan menit dan kendaraan siap
kendaraan darurat darurat digunakan
8. Menyampaikan arahan/briefing Alat  komunikasi, | 60 menit | Catatan hasil
kepada anggota tentang maksud al perlengkapan briefing
dan tujuan penertiban operasional




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;((;ellss; TKr:E;?b Ié)asée PZﬁteurESZn adrSmijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
9. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan | Jika
PD dan/atau instansi terkait serta komunikasi, menit | kesepakatan diperlukan
aparat keamanan komputer pelaksanaan
penertiban
10. | Melakukan survei lapangan dalam Surat perintah Me Laporan hasil survei
rangka pemantauan situasi dan A tugas, kendaraan, | nyesuai | lapangan
kondisi alat komunikasi, kan
dan perlengkapan
operasional
11. | Melakukan pemberitahuan kepada Surat perintah Me Surat Kondisional
masyarakat, kelompok dan badan tugas, kendaraan, | nyesuai | pemberitahuan
hukum yang akan ditertibkan alat komunikasi, kan diterima
surat masyarakat,
pemberitahuan kelompok dan
dan perlengkapan badan hukum
operasional
PELAKSANAAN
12. | Melaksanakan rapat koordinasi ATK, komputer 120 Informasi dan
internal menit kesepakatan
| pelaksanaan tugas
13. | Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum apel persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
Cj (APP)




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R gj}sslg TKr:E;?b Iéasé’e P:ﬁtel:gl?:m adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket
14. | Melakukan identifikasi dan Surat perintah Me Hasil identifikasi
pemantauan lapangan terhadap tugas, nyesuai | dan  pemantauan
pelaksanaan seluruh penertiban Perda/Perkada, kan lapangan serta
dilakukan untuk mengetahui kendaraan, alat beriat acara
kepatuhan masyarakat, kelompok, komunikasi, dan
mapun badan hukum terhadap perlengkapan
Surat Pernyataan yang telah operasional
ditandatangani  maupun  Surat
Peringatan pertama, Surat
Peringatan kedua dan Surat
Peringatan ketiga dengan jangka
waktu yang ditetapkan berdasarkan
standar  operasional  prosedur
penegakan Perda dan/atau Perkada
dan dilakukan melalui deteksi dini
dan cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan serta patroli
berdasarkan operasional prosedur
masing-masing.
15. | Melakukan komunikasi dan Surat perintah Me Hasil koordinasi
koordinasi secara teratur dan tugas, nyesuai
berkesinambungan dengan dinas A 4 Perda/Perkada, kan

dan/atau instansi terkait terhadap
pelaksanaan seluruh penertiban
dilakukan sebelum melaksanakan
penertiban antara (TNI/Polri), lain
dengan aparat keamanan
perangkat daerah dan instansi
terkait, PPNS, serta kecamatan
maupun kelurahan/desa.

kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasat
Pol PP

Kabid
Trantib

Kasie
OPS

Petugas
Penertiban

Peng-
administrasi
Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

16.

Melaksanakan penertiban:

a)

b)

c)

d)

Membacakan/menyampaik
an Surat Perintah
Penertiban.

Melakukan

penutupan/penyegelan/pen

yitaan

Apabila ada upaya dari

masyarakat, kelompok

maupun badan
penolakan/perlawanan
hukum dilakukan upaya-
upaya:

1) Melakukan negoisasi
dan memberikan
pemahaman

2) Dapat menggunakan
mediator (pihak ketiga)

3) Apabila mengalami
upaya jalan negosiasi
buntu, dan maka
mediasi petugas
melakukan
tindakan/upaya paksa
penertiban (sebagai
langkah terakhir)

Apabila maupun
perlawanan  menghadapi
badan masyarakat, hukum
fisik yang kelompok
memberikan dan tindakan
anarkis maka langkah
langkah yang dilakukan
adalah:

Surat perintah
tugas,
Perda/Perkada,
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional

Me
nyesuai
kan

Barang bukti
penertiban dan
laporan kejadian




No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Kasat Kabid Kasie —— adriﬁri‘gt;asi Kelengkapan Wakt Output
Pol PP Trantib OPS Penertiban o gkap 2 utpu

Ket

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menahan diri untuk
melakukan konsolidasi
sambil memperhatikan
perintah lebih lanjut
Mengamankan  pihak
yang memprovokasi
Melakukan tindakan
bela diri mencegah
korban ke dua belah
pihak

Petugas tetap bersikap
melakukan penertiban
Apabila perlawanan

dari masyarakat
mengancam
keselamatan jiwa
petugas serta
berpotensi
menimbulkan konflik
yang lebih luas
diadakan  konsolidasi
secepatnya dan
menunggu perintah

pimpinan lebih lanjut
Komandan Pasukan
operasi penertiban,
sesuai dengan situasi
dan kondisi di lapangan
berhak untuk
melanjutkan
menghentikan operasi
penertiban

%




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
b B R ;((;ellss; TKr:E;?b Iéapsge PZﬁtel:ggzn adrSimnijrtr:asi Kelengkapan Waktu Output Ket

7) Melakukan  advokasi

dan bantuan hukum O
8) Mengadakan evaluasi

terhadap kegiatan yang

telah dilakukan dan

rencana tindak lebih

lanjut.

17. | Mendata, menyimpan, Barang bukti, | 60 menit | Berita acara serah
menyerahkan barang bukti hasil berita acara serah terima barang,
penertiban di gudang/tempat terima barang menyimpan di
penyimpanan dengan gudang, gudang/penyimpan

foto barang bukti an barang sitaan,

yang ditertibkan data telah disimpan
di software
pelaporan

18. | Melakukan  koordinasi  dengan Laporan kejadian, Me Berita acara
Biro/Bagian Hukum dan PPNS berita acara, dan | nyesuai
untuk menerapkan sanksi alat komunikasi kan
administratif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-
undangan




Pelaksana Mutu Baku
. . . Peng-
No Kegiatan Kasat Kabid Kasie Petugas o : Ket
Pol PP Trantib oPS Penertiban adrSm'jrtrzas' ezl e e Ot
PELAPORAN
19. | Melakukan evaluasi pelaksanaan ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
20. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit | kegiatan yang
‘_H ditandatangani
Kasat Pol PP
21. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip
pengarsipan/pendokumentasian
berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. Wolter Mongonsidi komplek Perkantoran Bupati Timbau, Tenggarong
Telp. 6281148002424
Web: https://satpolpp.kukarkab.go.id/
KUTAI KARTANEGARA

Disahkan oleh

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA

, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

§ et BUPATI KUTAI KARTANEGARA
{ i

aﬁ ¢

& M

" dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes. %

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT Nama SOP

Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
dasar hukum pelaksanaan dan lingkup tugas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Menguasai, memahami dan memiliki kecakapan
teknis Satuan Polisi Pamong Praja;

Memiliki kemampuan menyampaikan maksud dan
tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di daerah atau wilayah kerjanya.
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan
Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Patroli; 1. Komputer dan jaringan internet;
2. SOP Deteksi Dini; 2. Alat Tulis Kantor;
3. SOP Cegah Dini; 3. Perlengkapan Operasional;
4. SOP Pengamanan; 4. Kendaraan;
5. SOP Pengawalan. 5. Perda dan Perkada;
6. Alat Komunikasi;
7. Surat Perintah Tugas.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengganggu kinerja Anggota Satpol PP
dalam melaksanakan Tupoksi menjaga Kententraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat.

Laporan kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
: g Petugas Peng-
N NS ;((;ellss; Iéasé’e Penanganan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
Unjuk Rasa Umum
PERENCANAAN
1. Menetapkan sasaran, waktu, dan ATK, komputer 60 menit | Sasaran, waktu dan
objek yang akan dilakukan objek yang akan
penanganan unjuk rasa dan dilakukan
kerusuhan massa serta jumlah penanganan unjuk
personil yang akan melakukan rasa dan kerusuhan
penanganan massa
2. Menetapkan tempat, bentuk, dan ATK, komputer | 60 menit | Tempat, bentuk dan
metode penanganan unjuk rasa dan metode
kerusuhan massa penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan
massa
3. Mempersiapkan administrasi ATK, komputer 60 menit | Berkas dan
pelaksanaan dokumen
pelaksanaan
kegiatan termasuk
surat perintah tugas
4, Melaksanakan pemeriksaan Perlengkapan 120 Perlengkapan
kendaraan operasional serta operasional menit operasional  telah
perlengkapan sesuai ketentuan dan diperiksa
petunjuk yang diberikan pimpinan
5. Menyampaikan arahan/briefing Alat komunikasi, 120 Catatan hasil
kepada anggota tentang maksud perlengkapan menit briefing
dan tujuan penanganan unjuk rasa operasional
dan kerusuhan massa
6. Melaksanakan koordinasi dengan ATK, alat 120 Informasi dan
PD dan/atau instansi terkait serta komunikasi, menit kesepakatan
aparat keamanan komputer pelaksanaan

kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
] . g Petugas Peng-
N NS ggﬁfé TKr:E;?b Ié)asée Penanganan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
Unjuk Rasa Umum
7. Melakukan identifikasi dan Surat perintah | 60 menit | Laporan hasil survei
pemantauan lapangan Q tugas, lapangan
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
PELAKSANAAN
8. Mempersiapkan personil  sesuai Personil Satpol | 60 menit | Data personil yang
dengan rasio massa unjuk rasa PP bertugas
|
9. Melaksanakan rapat koordinasi Y ATK, komputer 120 Informasi dan
internal ™ menit | kesepakatan
T pelaksanaan tugas
10. | Mengadakan apel persiapan v Perlengkapan 60 menit | Apel persiapan
pelaksanaan (APP) sebelum - apel persiapan pelaksanaan (APP)
pelaksanaan kegiatan d pelaksanaan
(APP)
11. | Melaksanakan pengamanan aset Surat  perintah Me Aset daerah aman | Selama proses
daerah yang dilalui pengunjuk rasa tugas, nyesuai | dan kondusif penanganan
unjuk rasa
Perda/Perkada, kan berlangsung,
kendaraan, alat anggota Satpol
komunikasi, dan tle°_beradakpaélda
arisan eaua
Cj perlengkapan atau  belakang
operasional dari aparat
keamanan
(TNI/Pohi)




Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Peng-
N NS ggﬁfé TKr:E;?b Ié)asée Penanganan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
Unjuk Rasa Umum
12. | Melaksanakan pengamanan untuk Surat  perintah Me Unjuk rasa berjalan
mengantisipasi potensi tindakan tugas, nyesuai | dengan aman dan
anarki oleh pengunjuk rasa Perda/Perkada, kan kondusif
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
13. | Membantu aparat keamanan Surat  perintah Me Unjuk rasa berjalan
memisahkan pengunjuk rasa tugas, nyesuai | dengan aman dan
dengan massa penonton Perda/Perkada, kan kondusif
(masyarakat umum) kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
14. | Membantu aparat keamanan dalam Surat  perintah Me Unjuk rasa berjalan
penanganan unjuk rasa dan tugas, nyesuai | dengan aman dan
melakukan tindakan sesuai hasil Perda/Perkada, kan kondusif
koordinasi dengan pihak keamanan kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
15. | Melakukan negosiasi dengan cara Surat  perintah Me Kesepakatan
simpatik, berwibawa dan tanpa tugas, nyesuai | bersama (Hasil
pemaksaan Perda/Perkada, kan negosiasi)
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional




Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Peng-
N NS ggﬁfé TKr:E;?b Ié)asge Penanganan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
Unjuk Rasa Umum
16. | Menindaklanjuti hasil negosiasi aksi Surat  perintah Me Kesepakatan
unjuk rasa tugas, nyesuai | bersama (Hasil
Perda/Perkada, kan negosiasi)
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
17. | Melaksanakan pengamanan Surat  perintah Me Unjuk rasa selesai | Tidak melakukan
bersama aparat keamanan upaya tugas, nyesuai | dengan aman dan E”dak"’.‘”. diluar
. . . . endali pimpinan
penyelesaian aksi unjuk rasa Perda/Perkada, kan kondusif lapangan.
kendaraan, alat
komunikasi, dan
perlengkapan
operasional
18. | Jika terjadi krusuhan massa Surat  perintah Me Unjuk rasa selesai
dilakukan langkah-langkah sebagai tugas, nyesuai | dengan aman dan
berikut: Perda/Perkada, kan kondusif
a) Melakukan komunikasi dan kendaraan, alat
koordinasi dengan perangkat v komunikasi, dan
daerah dan/ a tau instansi perlengkapan
terkait serta aparat keamanan operasional
terhadap pelaksanaan
penanganan kerusuhan
massa;
b) Menyiapkan bantuan personil
anggota Satpol PP sesuai v

dengan rasio jumlah massa
yang melakukan kerusuhan
massa;

¢) Mengamankan aset daerah;

d) Satpol PP sifatnya membantu
aparat keamanan  dalam
penanganan kerusuhan dan
melakukan tindakan
berdasarkan hasil koordinasi




Pelaksana Mutu Baku
. . . Petugas Peng-
N NS ;((;ellss; TKr:E;?b Iéapsge Penanganan | administrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
Unjuk Rasa Umum
massa dengan pihak
keamanan; O
e) Selama proses penanganan
kerusuhan massa
berlangsung, anggota Satpol
PP berada pada barisan kedua
atau keamanan (TNI/Polri);
dan
f) Tidak melakukan tindakan
diluar kendali pimpinan
lapangan.
PELAPORAN
19. | Melakukan evaluasi pelaksanaan L 4 ATK, komputer 60 menit | Hasil evaluasi
kegiatan pelaksanaan
kegiatan
20. | Membuat laporan hasil kegiatan ATK, komputer 120 Laporan hasil
yang ditandatangani Kasat Pol PP menit kegiatan yang
ditandatangani
Kasat Pol PP
21. | Melakukan ATK, komputer 60 menit | Arsip
pengarsipan/pendokumentasian
berkas







